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Gender equality in Islamic marriage law remains a critical and
contentious  issue, particularly concerning the rights and
responsibilities of husbands and wives. Although justice (al-" adalah)
is a fundamental principle in Islam, social and legal practices often
reflect disparities, particularly in matters such as divorce rights,
tinancial support (natkah), and the division of household roles. This
study aims to analyze how the implementation of Islamic marriage
law in various Muslim countries influences the achievement of gender
equality, while also exploring the factors that facilitate or hinder the
realization of justice in marriage. This research employs a qualitative
study with a normative legal and socio-legal approach. The analysis
examines various legal documents, including the Compilation of
Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam, KHI) in Indonesia, the Islamic
Family Law Act in Malaysia, as well as regulations in countries such as
Tunisia and Morocco, which have implemented more progressive
reforms in marriage law. Additionally, data were gathered through
literature reviews and interviews with Islamic legal scholars to
understand how interpretations of figh and legal texts contribute to
shaping fair marital practices. The findings indicate that although
several Muslim-majority countries have adopted more egalitarian
policies in marriage law, their implementation remains constrained by
deeply entrenched patriarchal cultural norms. For instance, while
Indonesia and Malaysia have introduced regulations aimed at
achieving gender equality, their enforcement is often suboptimal due
to the persistence of traditional values that position men as the
primary authority figures within households. In contrast, Tunisia and
Morocco have successfully enacted more progressive legal reforms,
granting women more equitable rights in marriage and divorce. The
study concludes that a reinterpretation of Islamic legal texts and figh
is necessary to ensure that marriage law remains relevant to
contemporary social contexts while preserving the fundamental
Islamic principle of justice. Legal reforms and increased public
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awareness regarding the rights and responsibilities of spouses are
crucial steps toward establishing a more equitable marital framework.
Therefore, collaboration among governments, religious scholars, and
society is essential to developing a legal structure that safeguards
women's rights in marriage while upholding core Islamic values such
as justice, compassion, and human dignity.
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Kesetaraan gender dalam hukum perkawinan Islam merupakan isu
krusial yang masih menjadi perdebatan, terutama terkait hak dan
kewajiban antara suami dan istri. Meskipun prinsip utama dalam Islam
adalah keadilan (al-" adalah), praktik sosial dan hukum yang berlaku
sering kali menunjukkan ketimpangan, terutama dalam hal hak talak,
nafkah, dan pembagian peran dalam rumah tangga. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi hukum
perkawinan Islam dalam berbagai negara Muslim memengaruhi
pencapaian kesetaraan gender, serta mengeksplorasi faktor-faktor
yang mendukung dan menghambat penerapan keadilan dalam
perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif
dengan pendekatan hukum normatif dan sosio-legal. Analisis
dilakukan terhadap berbagai dokumen hukum seperti Kompilasi
Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Akta Undang-Undang Keluarga
Islam di Malaysia, serta regulasi di negara-negara seperti Tunisia dan
Maroko yang lebih progresif dalam reformasi hukum perkawinan.
Selain itu, data diperoleh melalui kajian literatur dan wawancara
dengan pakar hukum Islam untuk memahami bagaimana interpretasi
figh dan teks hukum berperan dalam membentuk praktik perkawinan
yang adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi di
beberapa negara Muslim telah mengadopsi kebijakan yang lebih setara
dalam hukum perkawinan, implementasinya masih terhambat oleh
norma budaya patriarkal yang mengakar dalam masyarakat. Indonesia
dan Malaysia, misalnya, memiliki regulasi yang berupaya mencapai
kesetaraan, tetapi pelaksanaannya sering kali tidak optimal karena
pengaruh nilai-nilai tradisional yang masih menempatkan laki-laki
secbagai pemegang otoritas utama dalam rumah tangga. Di sisi lain,
Tunisia dan Maroko telah berhasil menerapkan reformasi hukum yang
lebih progresif, memungkinkan perempuan memiliki hak yang lebih
setara dalam pernikahan dan perceraian. Kesimpulan dari penelitian
ini menegaskan bahwa reinterpretasi terhadap teks hukum Islam dan
figh diperlukan agar hukum perkawinan lebih relevan dengan konteks
sosial modern tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar Islam yang
menekankan keadilan. Reformasi hukum serta peningkatan
pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban suami istri
menjadi langkah penting dalam mewujudkan perkawinan yang lebih
adil. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, ulama, dan
masyarakat diperlukan untuk menciptakan kerangka hukum yang
melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan sambil tetap
mempertahankan prinsip keadilan dalam ajaran Islam.
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PENDAHULUAN

Kesetaraan gender telah menjadi topik utama dalam berbagai diskursus hukum,
termasuk hukum Islam. Hukum perkawinan Islam sering menyebabkan perdebatan tentang
keadilan dan kesetaraan mengenai perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan.
Beberapa masalah penting dibahas dalam diskusi ini, seperti kewajiban nafkah yang
sepenuhnya ditanggung oleh laki-laki, hak talak yang cenderung berpihak pada suami, dan
peran perempuan dalam rumah tangga.(Habibie, 2020; Reza & Khairuddin, 2024)

Hukum Islam, yang berasal dari Al-Qur'an, Hadis, ijma’, dan giyas, bertujuan untuk
menciptakan keadilan dan keseimbangan di antara orang-orang. Namun, ketika digunakan,
hukum perkawinan Islam sering ditafsirkan dengan cara yang mendukung praktik
patriarkal, yang sering menyebabkan ketimpangan gender. Kondisi ini memengaruhi cara
orang melihat keadilan Islam dan perempuan sebagai pihak yang sering dirugikan (Kadus,
2023).

Sebenarnya, prinsip keadilan Islam menunjukkan betapa pentingnya kesetaraan.
Misalnya, Al-Qur'an menyatakan bahwa di hadapan Allah, semua orang memiliki
kedudukan yang sama dalam Surat Al-Hujurat ayat 13, tetapi beberapa aturan hukum
perkawinan dianggap tidak memberikan kesetaraan yang cukup.(Amaliyah et al., 2021)

Karena perubahan sosial dan peningkatan kesadaran terhadap hak asasi manusia,
termasuk hak perempuan, interpretasi hukum Islam tentang perkawinan perlu
dipertimbangkan wulang. Selain itu, perubahan ini menimbulkan pertanyaan tentang
bagaimana konsep keadilan Islam dapat diterapkan secara kontekstual sambil
mempertahankan prinsip dasar agama tersebut.

Ijma sangat penting dalam membangun perspektif umat Islam tentang hak-hak
perempuan dan laki-laki dalam konteks kesetaraan gender karena umat Islam secara umum
mengakui hak-hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang
kehidupan, seperti hak untuk pendidikan dan pengetahuan, hak untuk bekerja dan
berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, dan hak untuk mendapatkan
perlindungan hukum. Namun, para ulama tidak setuju tentang cara penerapan kesetaraan
gender dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hal ini, berbagai ulama berpendapat bahwa kesetaraan gender harus
diterapkan di semua aspek kehidupan. Yang lain berpendapat bahwa ketika berbicara
tentang kesetaraan gender, standar budaya dan sosial yang berlaku di masyarakat harus

dipertimbangkan. Selain itu, para ulama berbeda pendapat tentang perkawinan dan
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pengaturan warisan, serta masalah lain yang terkait dengan kesetaraan gender. Sementara
beberapa ulama berpendapat bahwa warisan harus dibagi secara adil antara laki-laki dan
perempuan, ulama lain berpendapat bahwa warisan harus diatur sesuai dengan norma-
norma budaya dan prinsip masyarakat yang berlaku.

Dengan cara yang sama, ada perbedaan pendapat ulama tentang pengaturan
pernikahan. Beberapa ulama berpendapat bahwa perempuan dan laki-laki harus memiliki
hak yang sama untuk memilih pasangan hidup mereka, sementara yang lain berpendapat
bahwa norma-norma budaya dan moral yang berlaku di masyarakat harus dipertimbangkan
saat mengatur pernikahan.(Sholihah et al., 2024)

Dengan demikian, penelitian ini mengkaji bagaimana hukum perkawinan Islam dapat
mencapal kesetaraan gender yang lebih adil. Dengan menganalisis teks hukum Islam dan
praktik hukum di berbagai negara, diharapkan bahwa penelitian ini akan menawarkan solusi
untuk membuat hukum perkawinan Islam lebih berkeadilan dan sesuai dengan tuntutan

zaman.

METODE PENELITIAN
Studi ini mengkaji undang-undang Islam tentang kesetaraan gender dalam
perkawinan. Hukum Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits, bersama dengan karya

figh klasik dan kontemporer.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif, yaitu meninjau dan
membandingkan praktik hukum perkawinan di beberapa negara Islam, seperti Indonesia
dan Malaysia. Pendekatan ini membantu menemukan persamaan dan perbedaan dalam
penerapan kesetaraan gender dalam hukum perkawinan di berbagai wilayah.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yang mencakup:

1. Sumber primer: Al-Qur'an, Hadis, dan kitab figh klasik.

2. Sumber sekunder: Karya hukum Islam kontemporer, peraturan perundang-
undangan, dan artikel jurnal terkait.

Untuk memberikan gambaran mendalam tentang cara hukum perkawinan Islam
mengatur kesetaraan gender, penelitian ini menganalisis data secara deskriptif kualitatif.
Penelitian ini juga melihat aspek sosiologis dan budaya yang memengaruhi pelaksanaan

undang-undang di berbagai negara.
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Metode ini diharapkan dapat membantu menafsirkan hukum Islam secara adil dan
seimbang dengan mempertimbangkan nilai-nilai kesetaraan gender yang berkembang

sepanjang zaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Prinsip Kesetaraan Gender dalam Islam

Islam memberikan landasan yang kuat untuk prinsip kesetaraan gender. Menurut
perspektif Islam, berikut adalah dasar kesetaraan gender(Nasrulloh & Andaryuni, 2024):

1. Semua orang sebagai hamba Allah
Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Zariyat ayat 56, agama Islam

menyatakan bahwa setiap manusia diciptakan untuk tujuan yang sama, yaitu untuk

menyembah Allah SWT.
"oyt V) pyTs AT S g

Artinya : Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembab

kepadaKa.
Dalam mencapai derajat ketakwaan sebagai hamba Allah, laki-laki dan perempuan
memiliki kedudukan yang sama. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah SWT mengatakan
bahwa takwa adalah ukuran utama kemuliaan manusia di sisi-Nya, tanpa membedakan jenis

kelamin.
i e T
Artinya : “Sesunggubnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalab yang
paling bertakwa di antara kamn.”
2. Semua orang sebagai Khalifah di Bumi
Dalam surah Al-Bagarah ayat 30, Allah mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan

memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengelola, memanfaatkan, dan menjaga Bumi.

Gender tidak memengaruhi peran khalifah manusia di Bumi.
R (RCNE

Artinya, "Sesunggubnya Aku hendak menjadikan seorang kbalifab di muka bumi."
Ayat ini tidak menunjukkan jenis kelamin tertentu dengan kata "khalifah".
Sebaliknya, mereka mengatakan bahwa semua manusia memiliki tanggung jawab untuk

menjaga Bumi. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan dalam peran di rumah
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atau di lingkungan publik seharusnya dipahami sebagai cara untuk saling melengkapi, bukan

sebagal alasan untuk ketimpangan.

3.Kewajiban Amar Ma’ruf Nahi Munkar

Amar ma'ruf nahi munkar adalah tanggung jawab setiap Muslim, baik laki-laki
maupun perempuan. Sebagaimana dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 71 sebagai
berikut :

"Rl G o apl 0o i T ks Sl o "
Artinya, "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi
penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyurub kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang
mungkar.”

Ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam
menciptakan kebaikan di masyarakat, baik melalui partisipasi mereka dalam aktivitas sosial
maupun tugas rumah tangga.

4.Peluang untuk Prestasi bagi Laki-Laki dan Perempuan
Islam tidak membedakan hak dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk
mencapal kesuksesan spiritual, sosial, dan profesional. Dalam ayat 97 surah An-Nahl,

Firman Allah berbunyi sebagai berikut:

99 ¢

Solax 1S875 el A 2diadls b Ss A0 %,»y FONEIR I s ENR VRS

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan
dalam keadaan beriman, sesunggubnya akan Kami berikan kepadanya kebhidupan yang baik
dan sesunggubnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pabala yang lebih baik dari
apa yang telah mereka kerjakan.”

Namun, pelaksanaan prinsip ini sering dihalangi oleh hambatan budaya patriarki
yang melekat dalam masyarakat. Perempuan dapat berpartisipasi dalam sektor publik
selama mereka mempertahankan martabat dan nilai Islam.

5. Interpretasi Tanggung Jawab Laki-Laki sebagai Qawwam
Ayat 34 dari surah Al-Nisa adalah salah satu ayat yang paling sering dianggap

mendukung diskriminasi gender:
9 a0k o T ALET Lt e T aseo. @ (55 o0 T (o < osbe ot
('-éj'“\ Cpe Vgaail LC;} g2 &9 2x b} J"‘-’ '3 5\.“‘:5\ GLC Ugegd JL?JS\“
Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah

melebibkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan
sebagian dari harta mereka.
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Istilah qawwam dalam ayat ini berarti pelindung atau pendukung. Tafsiran ini lebih
relevan dalam hal superioritas laki-laki atas perempuan dalam hal mencari nafkah. Peran
perempuan mengelola kehidupan keluarga dapat berubah tanpa mengurangi keadilan.

Adapun prinsip dalam kesetaraan gender sudah di tetapkan dalam Islam, yang
menempatkan seorang laki-laki maupun perempuan pada posisi yang adil sesuai dengan
tugas, hak, dan tanggung jawab mereka. Ini termasuk kesetaraan dalam peran hamba Allah,
khalifah, kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, dan kesempatan untuk berhasil
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip keadilan Islam.(Rusydiyah, 2016)

Dengan menjadi agama yang universal, Islam memungkinkan untuk membangun
masyarakat yang adil dan harmonis yang tidak membedakan gender, dengan dasar keadilan

dan takwa.

Analisis Hukum Perkawinan Islam

Dalam hukum Islam, suami begitu juga istri memiliki hak dan kewajiban yang
berbeda, yang sering dianggap menimbulkan ketimpangan gender. Salah satu masalah yang
sering diperhatikan adalah hak talak, atau perceraian, yang lebih dominan berada di tangan
suami.Ini mengacu pada bukti yang ditemukan dalam Al-Qur'an:

"Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali, setelah itu boleh dirnjuk lagi dengan cara yang baik atan
menceraifan dengan cara yang baik." (OS. Al-Bagarah: 229).
Suami dapat menjatuhkan talak dengan ayat ini, tetapi hak cerai istri (khulu) harus

melalui suami atau pengadilan, sebagaimana disebutkan dalam Hadis yang diriwayatkan
Bukhari, nomor. 5273 yang artinya sebagai berikut :

"Istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak mencela
akblak manpun agama Tsabit, tetapi aku tidak suka hidup bersamanya." Maka Nabi berkata,
Apakah kamu bersedia mengembalikan kebun yang diberikannya kepadamu?' Dia menjawab,
"Ya." Maka Rasulullah berkata kepada Tsabit, "Terimalah kebun itn, dan ceraikan dia.""

Di berbagai negara Muslim, ketidaksesuaian ini mulai diperhatikan. Misalnya, Kode

Status Pribadi Tunisia menyetarakan hak perceraian suami dan istri, dan perceraian harus
dilakukan di pengadilan tanpa diskriminasi gender. Metode ini lebih mengutamakan
keadilan dalam perkawinan, sesuai dengan prinsip Islam yang mengutamakan kepentingan
umat.

Selain itu, ada banyak alasan untuk mempertahankan pembagian peran domestik
yang lebih tradisional karena fakta bahwa suami memiliki kewajiban nafkah sepenuhnya

(QS. An-Nisa: 34). Ayat tersebut menyatakan:
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"Laki-laki itu pemimpin bagi kanm perempuan, karena Allah telah melebibkan sebagian
mereka atas sebahagian yang lain dan karena mereka Laki-laki) telah menafkabkan
sebahagian dari harta mereka..."

Ayat ini menegaskan bahwa laki-laki bertanggung jawab atas uang (finansial), tetapi

itu tidak berarti bahwa istri tidak harus aktif di luar rumah. Sebaliknya, dalam agama Islam,
perempuan tidak dilarang bekerja atau berkontribusi dalam bidang sosial selama hal
tersebut tidak melanggar syariat.(Firdaus, 2024)

Praktek di berbagai negara menunjukkan interpretasi peran suami dan istri yang
lebih inklusif. Misalnya, Kompilasi Hukum Islam (KKHI) Indonesia mengizinkan
perempuan untuk meminta cerai melalui mekanisme pengadilan jika hak-haknya dilecehkan,
seperti kekerasan dalam rumah tangga atau pengabaian nafkah. Hal ini menunjukkan bahwa
telah ada upaya untuk memasukkan kesetaraan gender ke dalam keyakinan Islam.

Untuk mencapai keadilan yang seimbang, teks hukum Islam yang relevan harus
diinterpretasikan kembali dengan mempertimbangkan perubahan sosial dan budaya.
Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, prinsip keadilan adalah inti dari hukum Islam,
dan pendekatan yuridis normatif dalam memeriksa hukum perkawinan Islam harus
menekankan prinsip ini.(Rasyid, 2024)

Sebagaimana dalam Surat An-Nahl ayat 90 Allah Subhanahu Wataala Berfirman :

Sesunggubnya Allab menynrub (kamu) untuk berlakn adil dan berbuat kebajikan serta
memberi  kepada  kerabat, dia juga melarang fkamn berbuat keji, kemungkaran, dan
permusuhan,Dia memberikan pelajaran bagimn supaya kammu selaln ingat.”

Dengan  demikian,  pembaharuan  hukum  perkawinan  Islam  yang

mempertimbangkan kesetaraan gender dapat membantu membangun keluarga yang

harmonis dan memenubhi prinsip keadilan syar'i.

Praktik Hukum Di Berbagai Negara

Negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia telah membuat hukum perkawinan
Islam yang lebih sesuai dengan masalah kesetaraan gender. Namun, penerapannya masih
sulit, terutama karena budaya lokal yang lebih patriarkal.(Mutrofin, 2013)

Hukum keluarga Indonesia bergantung pada Kompilaisi Hukum Islam (KHI).
Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan dasar hukum untuk mengatur hak dan
tanggung jawab pasangan suami istri, seperti yang digariskan didalam Pasal 79 pada Bab
XII yang mengatur kewajiban bersama untuk membangun sebuah rumah yang harmonis

dan bertanggung jawab. Namun demikian, bias gender sering terjadi dalam praktik KHI
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(Kompilasi Hukum Islam), yang dipengaruhi oleh norma sosial dan tradisi lokal.(Santoso,
2019)

Hukum perkawinan Islam di Malaysia diatur oleh Akta Undang-Undang Keluarga
Islam, yang ditetapkan oleh masing-masing negara bagian. Meskipun undang-undang ini
bertujuan untuk memastikan hak yang setara antara laki-laki dan perempuan, beberapa
ketentuan, seperti talak dan poligami, masih memberikan keistimewaan kepada laki-laki;
contohnya, laki-laki memiliki hak untuk menceraikan istrinya secara langsung, sementara
perempuan harus mengalami proses pengadilan, seperti fasakh.(Suma & Rais, 2021)

Negara lain telah mengadopsi kesetaraan gender, seperti Maroko dan Tunisia.
Dalam Kode Status Pribadi Tunisia tahun 1956, poligami dilarang, dan pasangan memiliki
hak cerai yang sama. Langkah ini didasarkan pada interpretasi progresif dari hukum Islam
yang menekankan prinsip keadilan (al-‘adalah), yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai,
"Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu
menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, meskipun terhadap dirimu sendiri atau
terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu." Surat An-Nisa: ayat 135.(Bancin, 2018)

Selain itu, Maroko meluncurkan reformasi hukum yang disebut Mudawwana, atau
Kode Keluarga, yang memberikan hak perempuan seperti menikah, mecerai, dan mengasuh
anak.13 Ayat dalam surah Al-Baqarah, ayat 228, mengatakan, "Dan mereka (para
perempuan) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang
makruf." Ini sejalan dengan prinsip ini.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan Islam dapat disesuaikan
dengan konteks sosial dan budaya kontemporer sambil mempertahankan nilai-nilai utama
Islam. Akan tetapi, resistensi budaya yang kuat seringkali menyebabkan kesulitan untuk
melaksanakannya. (Ruslan, 2021)

Dengan demikian, untuk mewujudkan kesetaraan gender yang nyata dalam hukum
perkawinan, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup pendidikan gender dan

reformasi hukum yang berlandaskan pada prinsip keadilan Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kesetaraan gender dalam hukum perkawinan Islam
masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal implementasi prinsip keadilan
(al-‘adalah). Meskipun hukum Islam menekankan keadilan sebagai landasan utama, dalam

praktiknya, masih terdapat ketimpangan gender dalam hak dan kewajiban suami-istri,
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terutama terkait hak talak, kewajiban natkah, dan pembagian peran rumah tangga. Studi ini
menemukan bahwa beberapa negara Muslim, seperti Indonesia dan Malaysia, telah
mengadopsi regulasi yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender, seperti Kompilasi
Hukum Islam (KHI) dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam. Namun, kebiasaan
patriarkal yang mengakar dalam masyarakat sering kali menjadi kendala dalam implementasi
kebijakan tersebut. Sebaliknya, negara-negara seperti Tunisia dan Maroko telah
menunjukkan kemajuan lebih signifikan dalam reformasi hukum perkawinan, yang
memungkinkan perempuan memiliki hak yang lebih setara dalam pernikahan dan
perceraian.

Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, pendekatan yang
digunakan lebih berfokus pada analisis dokumen hukum, sehingga belum menggali
pengalaman langsung pasangan suami istri dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, cakupan
geografis penelitian terbatas pada beberapa negara Muslim tertentu, sehingga belum
merepresentasikan secara komprehensif variasi implementasi hukum perkawinan di seluruh

dunia Islam. Oleh karena itu

ol

penelitian lebih lanjut direkomendasikan untuk
mengeksplorasi pengalaman individu dan komunitas dalam menerapkan prinsip kesetaraan
gender dalam pernikahan, serta menganalisis dampak sosial dari kebijakan yang diterapkan
di berbagai negara. Studi mendatang juga dapat memperluas cakupan geografis dan
menggunakan pendekatan interdisipliner yang mencakup aspek hukum, sosial, dan
ckonomi guna mendapatkan pemahaman yang lebih holistik terkait tantangan dan solusi

dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam hukum perkawinan Islam.
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